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BERITA DAERAH 
KOTA BEKASI 

 
    NOMOR : 14                                 2022                                     SERI : A 

 

PERATURAN WALI KOTA BEKASI 
     NOMOR 14 TAHUN 2022017 

 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2022 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA BEKASI,  

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah 
Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang  Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 
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  5.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan  Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

  7.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
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  11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  6177);  
 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 
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  18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
630  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor  78 Tahun 2020 tentang  Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik  Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1777); 

  20.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

  21.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

  22.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

  23.  Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 
Nomor 14 ). 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi. 
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah 
rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

6. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih. 

7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan. 

8. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit 
anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. 
 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar 
Rp5.590.687.535.313,00 bertambah sebesar Rp1.151.361.434.345,00 sehingga 
menjadi Rp6.742.048.969.658,00 dengan rincian sebagai berikut : 
 
a. Pendapatan Daerah   

1. Semula       Rp5.296.559.850.449,00 
2. Bertambah       Rp    627.679.871.507,00 
Jumlah Pendapatan Daerah   Rp5.924.239.721.956,00 
setelah perubahan  

b. Belanja Daerah   
1. Semula Rp5.574.687.535.313,00 
2. Bertambah Rp1.100.243.368.960,00 
Jumlah Belanja Daerah   Rp6.674.930.904.273,00 
setelah perubahan                                    
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c. Pembiayaan Daerah:  
1. Penerimaan Pembiayaan 

a) Semula          Rp294.127.684.864,00 
b) Bertambah                                                           Rp532.563.497.453,00 
Jumlah Penerimaan Pembiayaan      Rp826.691.182.317,00 
setelah perubahan      

  2. Pengeluaran Pembiayaan 
a) Semula            Rp16.000.000.000,00 
b) Bertambah      Rp60.000.000.000,00 
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan        Rp76.000.000.000,00 
setelah perubahan      

      Jumlah pembiayaan netto 
   setelah perubahan      Rp750.691.182.317,00 
Sisa lebih/(kurang) pembiayaan                                                              Rp0,00 
Anggaran tahun berkenaan   

Pasal  3 
 

Uraian lebih lanjut atas perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota 
ini, yang terdiri atas: 

a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang 
diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian 
objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

b. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, 
jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan 
pembiayaan;  

c. Lampiran III : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 
hibah; 

d. Lampiran IV : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 
bantuan sosial; 

e Lampiran V : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 
bantuan keuangan; 

f Lampiran VI : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran 
belanja bagi hasil desa; 
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e. Lampiran VII : Rincian dana otonomi khusus menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, 
sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek 
pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

f. Lampiran VIII  Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, 
sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek 
pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

g. Lampiran IX : Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan 
pertambangan gas alam/tambahan dbh-minyak dan gas 
bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, 
rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

h. Lampiran X : Sinkronisasi kebijakan pemerintah 
provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan 
dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan 
Negara. 

Pasal 4 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 

 
Ditetapkan di Bekasi 
pada tanggal 25 Oktober 2022 

Plt.  WALI KOTA BEKASI, 
 
                                                    Ttd/Cap 
 
                 TRI ADHIANTO TJAHYONO 

Diundangkan  di  Bekasi 
pada  tanggal 25 Oktober 2022   

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 
  
                      Ttd/Cap  
 

       RENY HENDRAWATI 
 

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR  14       


